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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan penegakan 

hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

kekerasan di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, yakni berupa penegakan 

hukum dengan sarana kebijakan hukum pidana (penal policy), dan sarana 

kebijakan di luar hukum pidana (non-penal policy). Dalam penegakan hukum 

dengan sarana penegakan hukum pidana (penal policy), Polri melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, dan berkas perkara yang sudah lengkap 

dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan para pelaku di 

ancam sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII 

tentang pencurian dalam Pasal 365, dengan ancaman pidana terberat adalah 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 

paling lama dua puluh tahun. Penegakan hukum dengan sarana kebijakan di 

luar hukum pidana (non-penal policy), Polri melakukan dengan cara 

mengadakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan Polmas (perpolisian 

masyarakat), penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif, 
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mengadakan patroli, dan mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian 

kendaraan bermotor dengan kekerasan.  

2. Kendala yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah kendala internal/dari 

dalam lembaga Polri yang meliputi kurangnya jumlah personil Polri yang piket 

dimasing-masing polsek, minimnya anggaran biaya operasional, sarana, dan 

prasarana, kendala eksternal/dari luar lembaga Polri meliputi, barang hasil 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan biasanya tidak 

dijual secara utuh, dan kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat dirumuskan Saran sebagai 

berikut:  

1. Penegakan hukum oleh Polri yang perlu ditingkatkan dengan sarana kebijakan 

hukum pidana (penal policy) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, 

adalah Polri harus meningkatkan kinerja dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan 

untuk diproses lebih lanjut. Penegakan hukum oleh Polri yang perlu 

ditingkatkan dengan sarana kebijakan di luar hukum pidana (non penal policy) 

adalah meningkatkan intensitas terhadap melakukan kegiatan-kegiatan seperti 

melakukan kegiatan Polmas (perpolisian masyarakat), penyuluhan kepada 

masyarakat, mengadakan razia selektif, mengadakan patroli, dan mengadakan 
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pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor dengan 

kekerasan.   

2. Hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala internal dan eksternal 

Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman adalah kepala kepolisian 

Republik Indonesia harus meningkatkan jumlah personil Polri yang piket 

dimasing- masing polsek, pemerintah harus menambah anggaran biaya 

operasional, sarana, dan prasarana, agar Polri dapat memberikan jaminan rasa 

aman kepada masyarakat secara menyeluruh, Polres Sleman harus 

bekerjasama dengan baik dengan kepolisian di daerah lain, guna dapat 

menangkap para penadah dan menemukan barang hasil tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang biasanya tidak dijual 

secara utuh dan masyarakat diharapkan memiliki rasa kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar, sehingga Polri dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi dari masyrakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. 
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